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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 22 TAHUN 2015
====================================================
	PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR  22 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL 

DI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,




Menimbang
:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan, mengamanatkan bahwa mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Kabupaten Tabanan;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;

12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya ;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk  Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

16.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nonor 69 Tahun 2014 tantang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18.
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);

19.
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah  Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan
: 
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DI KABUPATEN TABANAN.
BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten  Tabanan.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
5. Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal adalah proses atau cara mendirikan satuan pendidikan nonformal sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

6. Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal, yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dn berjenjang yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

7. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

8. Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

9. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, keterampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
10. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyaraakat.

11. Majelis Taklim adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan, bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia, peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.

12. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

13. Program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah program pendidikan nonformal yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional, untuk bekerja atau usaha mandiri.

14. Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

15. Program Pendidikan Kepemudaan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pencinta alam, serta kewirausahaan.

16. Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalan program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahun dan keterampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

17. Program Pendidikan Keaksaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, tulis dalam bahasa Indonesia.
18. Program Pendidikan Keterampilan Kerja adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan,  keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampillan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

19. Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B,  dan paket C.
20. Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal (PNFI), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
21. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal (PNFI).
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
23. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
24. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan tugas belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal (PNFI) pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)/ Unit Pelaksanakaan Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI.
25. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpatisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.


BAB  II

TATA CARA PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN NON FORMAL
Pasal 2

Satuan PNF dapat didirikan oleh:

a.
Orang perseorangan;
b.
Kelompok orang; dan/atau

c.
Badan Hukum.

Pasal 3

(1)
Satuan Pendidikan Non Formal terdiri atas:


a.
LKP;


b.
Kelompok Belajar;


c.
PKBM;


d.
Majelis Taklim; dan


e.
Satuan PNF sejenis.

(2)
Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat, dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas nama Bupati.
Pasal 4

(1)
LKP dapat menyelenggarakan program:

a. Pendidikan Kecakapan Hidup;

b. Pelatihan Kepemudaan;

c. Pendidikan Pemberdayaan      Perempuan;

d. Pendidikan Keterampilan Kerja;

e. Bimbiingan Belajar, dan/atau

f. Pendidikan Non formal lain yang diperlukan masyarakat.
(2)
Kelompok belajar dapat menyelenggarakan program:

a. Pendidikan keaksaraan;

b. Pendidikan kecakapan hidup;

c. Pendidikan pemberdayaan perempuan;

d. Pengembangan budaya baca; dan/atau

e. PNF lain yang diperlukan masyarakat.

(3)
PKBM dapat menyelenggarakan program:

a. PAUD;

b. Pendidikan keaksaraan.

c. Pendidikan kesetaraan;

d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;

e. Pendidikan kecakapan hiidup;

f. Pendidikan kepemudaan;

g. Pendidikan keterampilan kerja;

h. Pengembangan budaya baca; dan
i. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

(4)
Majelis taklim dapat menyelenggarakan program:

a. Pendidikan keagamaan Islam;

b. PAUD;

c. Pendidikan keaksaraan;
d. Pendidikan kesetaraan;

e. Pendidikan kecakapan hidup;

f. Pendidikan pemberdayaan perempuan;

g. Pendidikan kepemudaan; dan/atau

h. Pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.

(5)
Rumah pintar dapat menyelenggarakan program:

a. PAUD;

b. Pendidikan keaksaraan;

c. Pendidikan kesetaraan;

d. Pendidikan kecakapan hidup;

e. Pendidikan pemberdayaan perempuan;

f. Peningkatan minat baca, seni dan budaya; dan/atau

g. PNF lain yang diperlukan masyarakat.
(6)
Balai belajar bersama yang didirikan dapat menyelenggarakan program:

a. Pendidikan kecakapan hidup;
b. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
c. Pendidikan kepemudaan;

d. Pendidikan seni dan budaya; dan/atau

e. PNF lain yang diperlukan masyarakat.
(7)
Lembaga bimbingan belajar dapat menyelenggarakan program:
a. Pendidikan kesetaraan;

b. Pendidikan peningkatan kompetensi akademik; dan/atau

c. PNF lain yang diperlukan masyarakat.

Pasal 5
(1) Satuan PNF yang telah memiliki ijin pendirian dan/atau ijin operasional tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
(2) Permohonan ijin pendirian baru atau perpanjangan ijin pendirian berpedoman pada ketentuan/peraturan yang berlaku.

Pasal 6
(1) Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap satuan PNF.
(2) Pembinaan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan.
(3) Pembinaan secara teknis dilakukan oleh penilik.
(4) Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap satuan PNF.
(5) Pengawasan dan pengendalian secara teknis dilakukan oleh Penilik.
(6) Dewan Pendidikan berperan serta dalam pengawasan, dan pembinaan PNF untuk menentukan kelayakan PNF.
Pasal 7
(1) Tenaga Kependidikan pada pendidikan nonformal meliputi: Penilik, tenaga lapangan dikmas (TLD), pengelola PKBM, pengelola LKP, pengelola rumah pintar, pengelola TBM, dan/atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dalam menyelenggarakan program pendidikan.

(2) Pendidik pada pendidikan nonformal meliputi: 
Pamong Belajar, tutor, instruktur kursus, fasilitator, pendidik PAUD, dan/atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 15 Mei 2015
      BUPATI TABANAN,

                TTD
NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 15 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

                 TTD
I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 NOMOR 22
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